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ABSTRAK 
 
 

Kinerja penanganan korupsi suatu negara dapat diinterpretasikan berdasarkan 

capaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang mengukur tingkat persepsi korupsi yang 

dilakukan pejabat publik maupun politisi suatu negara. Pada tahun 2021, IPK 

Indonesia mencapai skor 38 dari skala 100 dengan menduduki peringkat 96 dari 180 

negara. Peringkat Indonesia masih berada dibawah negara-negara kawasan Asean 

seperti Vietnam, Timor Leste, Malasyia dan Singapura. Penelitian ini mengkaji 

dampak pengukuran kinerja penanganan korupsi berbasis balanced scorecard (BSC) 

pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas capaian komponen penyusun IPK. 

Hasil  penelitian  menunjukkan  kontribusi kinerja  KPK berdampak  kecil  terhadap 

capaian  komponen  World  Justice Project  (WJP)  pada  IPK.  Hal  ini  dikarenakan 

lemahnya penegakan hukum korupsi di Indonesia yang dibuktikan dengan capaian 

sasaran strategis KPK atas peningkatan penegakan hukum korupsi sebesar 84,80% 

dan  capaian  efektivitas  dan  efisiensi  penindakan  tindak  pidana  korupsi  sebesar 

80,26%. Penelitian ini menggunakan metode kausal komparatif bersifat kualitatif 

deskriptif yang disusun berdasarkan hasil telaah dan analisis terhadap data yang 

diperoleh peneliti dari hasil dokumentasi pada organisasi terkait. 

 
Kata Kunci: Balanced Scorecard; Indeks Persepsi Korupsi;  KPK;  World Justice 

Project. 
 
 

ABSTRACT 
 
 

The performance of handling corruption in a country can be interpreted based 

on the achievement of Corruption Perception Index (CPI) which measures the level of 

corruption  perception  by  public  officials and  politicians of  a  country.  In  2021, 

Indonesia's CPI reach a score of 38 out of 100 on a scale and ranked 96th out of 180 

countries. Indonesia's ranking is still below the ASEAN region countries such as 

Vietnam, Timor Leste, Malaysia and Singapore. This research examines the impact of 

corruption handling performance measurement based on balanced scorecard (BSC) 

at the Corruption Eradication Commission (KPK) on the achievements of components 

that make up the CPI. The results showed that the performance contribution of KPK 

had small impact on the achievement of World Justice Project (WJP) component on 

the CPI. This is due to the weak enforcement of corruption laws in Indonesia proven 

by the achievement of KPK's strategic goals of increasing corruption law enforcement 

by 84.80% and the achievement of effectiveness and efficiency in prosecuting 

corruption  crimes by  80.26%.  This study  uses comparative  causal  method  with 

descriptive qualitative nature which is compiled based on the results of study and 

analysis of the data obtained by researchers from the results of documentation in 

related organizations. 

 
Keywords: Balanced Scorecard; Corruption Perception Indexs; KPK; World Justice 

Project
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Penilaian kinerja pada organisasi sektor publik berbasis konvensional dengan 

menggunakan ukuran keuangan tidak lagi relevan dalam dua dekade terakhir. 

Pendekatan penilaian kinerja secara konvensional tidak mencerminkan tingkat 

kompleksitas dan nilai yang ciptakan organisasi melalui suatu proses untuk mencapai 

tujuan strategis. Oleh karenanya, selain ukuran keuangan, organisasi sektor publik juga 

perlu menggunakan ukuran non keuangan yang berorientasi pada tindakan agar dapat 

beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. 

Organisasi sektor publik berorientasi pada pelayanan masyarakat dituntut 

untuk terus meningkatkan kinerjanya yang lebih baik agar tetap mendapatkan 

kepercayaan publik. Begitupun dengan KPK. Sejak tahun 2008 KPK menggunakan 

pendekatan BSC dalam pengukuran kinerja sebagai bentuk adaptasi terhadap 

perkembangan jaman sekaligus respon terhadap publik atas tuntutan kinerja yang lebih 

baik dalam pemberantasan korupsi. Implementasi BSC pada KPK diharapkan tidak 

hanya sebagai alat pencatat kinerja, namun juga sebagai media penyusunan rencana 

strategis (renstra) yang mampu menerjemahkan visi dan misi menjadi rencana aksi yang 

komprehensif. 

Pengukuran kinerja berbasis BSC pertama kali diperkenalkan oleh Profesor 

Robert S. Kaplan dan Doktor David P. Norton pada tahun 1992 melalui tulisannya 

yang dimuat dalam Harvard Business Review dengan judul “The Balanced Score 

Card: Measures That Drive Performance”. Inti konsep pengukuran kinerja BSC 

adalah suatu manajemen kinerja yang dapat membantu organisasi dalam mewujudkan 

visi dan strategi organisasi menjadi suatu tindakan nyata dengan pengukuran yang 

dilakukan secara holistik terhadap aspek strategi organisasi yang meliputi 4 (empat) 

perspektif yaitu perspektif keuangan (financial), perspektif pelanggan (customer), 

perspektif proses internal (internal process) dan perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan (learning and growth) sehingga dapat menghasilkan output, outcomes 

dan impact sesuai yang diharapkan organisasi. Sejak pertama kali konsep BSC 

diperkenalkan dan telah sukses diterapkan, banyak organisasi swasta di dunia yang 

mengadopsi konsep tersebut (Risman, 2016). Namun, seiring dengan perkembangan, 

konsep BSC mulai diterapkan pada organisasi sektor publik. Pemerintah Kota 

Charlotte, North Caroline, Amerika Serikat menjadi organisasi sektor publik (non
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profit) yang pertama kali berhasil menerapkan konsep BSC dalam manajemen 

kinerjanya yang kemudian diikuti oleh banyak lembaga pemerintahan non profit di 

berbagai negara termasuk lembaga anti rasuah Indonesia atau KPK. 

KPK memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan Indonesia bebas dari 

korupsi yang masif. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena memberikan 

dampak yang masif dari sisi perekonomian hingga pembangunan suatu negara. Cita- 

cita Indonesia bebas dari korupsi dapat terwujud apabila seluruh  elemen bangsa 

mempunyai komitmen yang sama untuk terus konsisten dalam pemberantasan dan 

pencegahan korupsi termasuk presiden dan para pimpinan politik. Melalui sembilan 

misi yang dikenal dengan sebutan Nawa Cita Kedua, presiden menyatakan memiliki 

komitmen dalam penegakan sistem hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat dan 

terpercaya serta pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Misi 

tersebut kemudian diterjemahkan dalam RPJMN 2020-2024 melalui upaya penguatan 

stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik yang bersih dan 

terpercaya, supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia. Komitmen tersebut 

menjadi dasar KPK dalam menyusun rencana strategis (renstra) melalui upaya 

penguatan sistem anti korupsi. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan oleh KPK secara 

sendirian melainkan bersinergi dengan para stakeholder dan masyarakat agar 

pemberantasan korupsi dapat berhasil diterapkan. 

Renstra KPK tahun 2020-2024 diatur melalui Peraturan KPK Nomor 4 Tahun 
 

2020 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, 

kerangka regulasi, kerangka kelembagaan serta target kinerja dan kerangka mekanisme 

pendanaan untuk tahun 2020 hingga 2024. Peta strategi KPK yang diterapkan KPK 

merupakan adaptasi BSC yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, dimana KPK 

menggunakan 4 (empat) perspektif yang saling terkait yakni Perpektif Pemangku 

Kepentingan (PK), Perspektif Akuntabilitas (AK), Perspektif Proses Internal dan 

Kapabilitas Organisasi. Masing-masing perspektif tersebut memiliki indikator kinerja 

utama (IKU) yang pengukurannya dievaluasi secara berjenjang mulai dari KPK-wide 

(tingkat komisi), KPK-one (tingat eselon I), KPK- two (tingkat eselon 2) hingga KPK-

three (tingkat eselon 3). Evaluasi dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian melalui 

perbandingan antara target (rencana) dengan capaian realisasi. Hasil evaluasi capaian 

kinerja tersebut kemudian ditandai menggunakan warna misalnya warna merah untuk 

capaian kategori kurang sekali dengan nilai x ≤ 50, jingga untuk capaian kategori 

kurang dengan nilai 51 ≤ x ≤ 75,
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kuning untuk capaian kategori cukup dengan nilai 76≤x≤90, hijau muda untuk capaian 

kategori baik dengan nilai 91 ≤ x ≤ 100 dan hijau untuk capaian kategori baik sekali 

dengan nilai 101 ≤ x ≤ 120. Pengukuran kinerja yang komprehensif tersebut sangat 

menentukan keberhasilan organisasi KPK dalam mencapai tujuan strategis. Menurut 

Mulyadi (2001), ‘if we can measure it, we can manage it, we can achieve it’. 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja penanganan korupsi melalui laporan 
 

Corruption Perceptions Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada tahun 
 

2021 yang diterbitkan oleh Transparency International, Indonesia menduduki 

peringkat ke-96 dari 180 negara dengan skor 38 atau mengalami kenaikan 1 poin jika 

dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 37. Meskipun demikian, skor 

IPK Indonesia masih jauh dibawah rata-rata global yaitu 45. Skor IPK menunjukkan 

pada skala 0-100, dimana skor 0 menandakan negara tersebut sangat korup dan skor 

100 sebagai negara sangat bersih dari korupsi. 
 

 
 

Gambar 1. Grafik Skor IPK dan Peringkat Indonesia Tahun 2012-2021 
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Gambar 2. Rata-Rata Skor Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2021 Pada Negara- 

Negara Asia pasifik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Transparency International 
 

Upaya KPK untuk meningkatkan capaian kinerja ditengah masifnya tindakan 

korupsi dan rumitnya proses birokrasi tidak semudah membalikkan telapak tangan. 

Berbagai hambatan dan tantangan dari internal maupun eksternal harus KPK hadapi 

untuk mencapai target kinerja penanganan korupsi antara lain rendahnya tingkat 

maturitas sistem pengendalian intern pemerintah yang berpotensi dapat menimbulkan 

fraud dan korupsi di internal KPK, adanya keterbatasan jumlah personel untuk 

melacak dan mengeksekusi (Jaksa Eksekutor) aset terpidana korupsi dalam rangka 

asset recovery, proses lelang aset hasil korupsi selama masa pandemi sering 

mengalami kegagalan akibat turunnya daya beli masyarakat, kurangnya dukungan dari 

instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program Stranas PK dan ketidakpatuhan 

pelaporan gratifikasi pada masing-masing instansi kementerian/lembaga/pemerintah 

daerah. Selain itu, instrumen survei persepsi publik dan survei publikasi internal yang 

dimiliki KPK tidak cukup menginterpretasikan reputasi secara komprehensif. 

Oleh karenanya, untuk memecahkan permasalahan tersebut, KPK menerapkan 

pengukuran kinerja penanganan korupsi berbasis BSC agar capaian setiap Indikator 

Kinerja Utama (IKU) yang mempengaruhi prestasi kerja penanganan korupsi KPK 

dapat terukur secara pasti dan dapat dievaluasi secara periodik dalam rangka perbaikan 

kinerja penanganan korupsi yang diinterpretasikan berdasarkan capaian IPK Indonesia 

pada masa mendatang. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, penulis melakukan 

studi kasus yang berjudul Analisis Implementasi Pengukuran Kinerja Berbasis
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Balanced   Scorecard   (BSC)   pada   Komisi   Pemberantasan   Korupsi   (KPK) 
 

terhadap Penanganan Korupsi di Indonesia.
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